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PERATURAN DI\ERAH PROVIN$l SIJLAWESI T[:$ilGGAFitA

NOMOR ,4 TAHUNzA11

leninrb:rng :4.

TEI'ITANG

PINJAMAN DAHFT,AH

DENGAN RAHMAT TUHI\N YANG I\/II\HA H$A

GUBERNIJR $ULAWESI TENGGARF\,

hahwa dalarn rangka peningkatan lcualitas plelayanan kesehatarr
maka rnelalui Anggaran Pendapatan rjan Beran"la Daerallr
Provinsi sulawesi 'renggara -l'a[urr Anggaran 2a11, telah
oialokasikan pembiayaan untuk percepatan prembangunan
Rumah sakit umum Daerah Tipe B yang sumbernya berasal dari
Pinjaman Daerah;

bahwa untuk merealisasikan Pin.iarnan Daererh sebagaim;rna
cjimaksud huruf !l diatas, diperlukan adanya jaminan
pengembalian pinjaman yang dipersyaratkan melalui peraturan
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana <jimaksud pada
huruf a dan huruf b maka perlu membentuk peraturan Daerah
tentang Pinjaman Daerah.

Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1gO4 terrtang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor z
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah ringkat r sulawesi
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan
mengubah undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah ringkat I sulawesi Utara-]-engah dan
Daerah ringkat I sulawesi selatan-Tenggara (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1964 lilomor 94, Tanrbahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 268Z);

b.

c.

dengingat . 1.
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Repubrik rncjonesia Tahun 2003
Nomor 1a4, Tambahan Lembaran Negara Republik lncjonesia
Nomor 4421);

undang-Undang Nomor 10 Tahun 20a4 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2a04 Nomor s3, Tambahan Lembaran trlegara
Republik lndonesia Nomor a38g);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 20CI4 tentang sistern
Perencanaan Pembangunan Nasional ([-enrbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2aa4 Nonror gz, Tambalran
Lembaran Negara Repuhrlik lndonesia Nomor aSiCr);

undang-undang lJomor 32 Tahun 200+ terrt;rrrg Pernerintr:lrarr
Daeralr (Lemharan Negara Republik lndonesia [r,lornor 1zs
Tahtrn 2a04, Tambahan Lembaran Negarral RepuLrlrli lnrjorresia
hlomor 4,+37) sebagainrana telah diuhah dua kerli tenaktrir clenEan
undang-Undang Nomor 12 l-ahurr 2008 tentang Ferubrar'ran
kedua atas Undang-undang Nornor 32 rairun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lncionesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran f,legara Republik
lndonesia Nomor 4844)',

LJndang-tJndang Nomor 33 'rahurr 
2004" tentang perrmbanglan

Keuangan Antara Pernerintah Pusat clan Pemerintal-r Daere.llr
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nonror 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 443{3) ;

Undang-Undang Nomor 17 l'ahun 2.A07 tentang Rencana
Pembangunan Jangl<a Panjang lrlasional 'Iahun 

2AAS-ZO2S
(LemQaran Negara Republik lndonesia l'ahun 2007 Nornor 33,
Tambal',an Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
,4700);

Peraturan Pemerintah Nomor 2-0 Talrr-rn 2A04 tentang Rencana
l(erja Penrerintah (Lenrbaran Negara Republik lndonesia Tahun
2044 Nomor 74, Tambahan Lembararr Negara Republik
lndonesia Nomor 4405);

Peraturarr Pernerintah Nomor 54 Tahun 200s tentang pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4570); '

Peraturan Pemerintalr Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lenrbaran Nr:gara Repr-rblik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan l_embaran Negara
Republil< lndonesia Nomor 4578)',,'

1.

5.

b.

7.

B.

g.

10.
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Peraturan pemerintah Nomor iJB Tahun 2L)07 tentarrgPembagian urusan pemerintahan ,Antarra pemerintah,
Pemerintahan Daerah provinsi dan pemerintahan DaeralhKabupaten/Kota (Lenrbaran Negara Repubrik rnrionesia Tahurr2007 Nomor 82, T'ambahan Lembararr hregara Repubrik
lndonesia Nomor 4737);

Peratura' Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang rnvestasi
(Lembaran Negara Republik lndonesia T'ahun 2008 N.mor 14,Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia fromo r 4g.r2);
Peraturan Daerah
2007 tentang Tata
Daerah (Lembaran
2P07 Nomor 3);

Dengan persetujrran Bersarna

DEWAN PERWAKTLA\N RAKVA,I. DA[--[?AH

PROVI NSI SU LAWETiI TENGGA IlA

dan

c UBERN UR SU LAWEST TENGG,qt..rA

Nf,enetapkan : pERATUR.AN DAERAH

MEMIJTUSKA,hI :

.

THNTANG PINJAt\{Aht n,A[:RA,t{.

BAB I

KETEN'TUAN T,,MLJM

Ftasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimiaksucr c-rengan :

1. Daerah adalah provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah acJarah pemerintah provinsi surawesi

Tenggara;

3. Gubernur aclalah Gubernur Sulawesi -fenggara;

4. Dewan Penvakiran Rakyat Daerah seranjutnya disingkat DpRDadalah Dewan pe'wakiran Rakyat Daerah provirrsi surawesi
Tenggara;

11.

12.

13. Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 T:rhun
Cara Penyusunan Rencana pernbangunan
Daerah Provinsi Sulawesi 'fengEara -l-ahun

14. Peraturan Daerah provinsi sulawesi 1-errg;gara Nomor 7 -lahun
2008 tentang Rencana pembangrnrri- .Jangr<a rvrenerrgat.r
Daerah (RPJMD) provinsi surawesi l-errggara J'ahun 2008-2013
(Lembaran Daerah provinsi Sulawesi to1g1g1"r" -l-ahurr 

?00g
Nomor 7).
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Pusat lnvestasi Penrerintah selanjutnya disingkat plp adalah
lnstansi Pemerintah dihrawah Kementerian Keuangan Republik
lndonesia yang menerapkan pola'pengerolaan keuangan Badan
Layanan LJrnum sesuai dengan ketentuan peraturan perunclang-
undangan;

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibratkan
daeral'r menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat
bernilai uang sehingga daerah dibehrani kevvajiban untuk
membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang
lazim terjadi dalam perdagangan;

Finjanran Jangka Panjang adalah pinjaman Daerah dalam jangka
waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggararr cjern kewajiban
pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman,
I3unga dan biaya lain seluruhnva lrarus dilunasi pada tahun tahun
berikutnya sesuai dengan persyaratan periarrjian pinjaman yang
bersangkutan;

Pemberian Pinjaman adalah bentuk lnvestasi penrrlrintah pracla

Badan Usaha, Badan Layanan Umum (B[.,tJ), lf,enrerintah Daetr;lh
dan Badan Layanan Umum Daerah (Bl_tJD) cleng;an hak
memperoleh pengembalian berupa pokok pinjarnan, bunr;a
dan/atau biaya lainnya;

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bers;urnber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka
persentase untuk mendanai kebutulran daerah dalarn rangka
pelaksanaan desentralisasi',

Dana Alokasi umum selanjutnya cjisebr.rt IJAIJ acjal;:h crana yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja hlegara yanll
dialokasikan dengan tujuan pemerataan l<em;lrnpLrein keuanuan
antar daerah untr.rk mendanai l<ebutul'r;:n Daer;rh cjalarn ranglta
pelaksanaan deserrtralisasi ;

11. Biaya Management adalah biaya yang wa.iitr rJibayerrkan tJirnuka
olelr peminjam kepada penrberi pinjarnan serre+sar 0,50 % (nol
koma lirna puluh pers;en) dari jurnlah prirrjarnerrr;

t3iaya Aclministr"asion adalah biaya yang wajib drbayarrk;"rn rjimuka
oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi pinjarn;rn selanrbat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kalencler sebesar 0,25% (ncl
konra dua lima persen) dari jurnlah pinjamarr;

Biaya Kesepaikatan adalah biaya yang wajib dibayar oleh
Pemerintah Daerah kepada pemberi pinjarnan sebesar 0,5% (nol
koma lima persen) dari jumlah pinjanran yang tirJ;rk ditarik.

6

7.

8.

9.

x0.

12.

13.
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BAB II

JENIS DAN PENGGUNAAN F}II$JAMAN

Pasal ?

Jenis pinjarnan daerah adalah pinjaman jangka panjang'

Pasal 3

pinjaman (: ,unakan untuk pembangL.tnan sarana prasarana dan

fasilitas Ru, rh Sakit Umum Provinsi Type B yang merupakan Aset

Daerah da: capat mehghasilkan pendapatan untuk pentbayaran

kembalipiri,lrnan,sertadapatmemberil<anmanfaatbagi
masyarakat-

BAB III

JUMLAH PINJAMAN, JANGKA WAKTLJ DI\N BUT,IG A PINI.JANII AN

(i)

Jumlah Pinjaman Pemerintah

Rp. 1 90.000.000.000,- (seratus

()

Pasal 4

Daerah kepacJa PIF adalah seiresar

sernbilan pr-rlr:h ntilyar rupiah)'

Fiasal 5

Jangkawaktupinjarnarnadalahg(sembilan)tahuntermasuk
masa tenggang lgiace period) selamar 2 (dua) tahun'

Apabila jangka waktu pinjaman sebagtrairnana..climaksud p;rda

ayat (1) ielan berakhir, namun masih ar<la r<ewajiban yang harus

dipenuhiolehperne!intahdaerahmakaPernerintahDaer.ah
tetap harus memen,,lrr seluruh kewa.iil',rnnya kf ii;]ida penrberi

pinjaman.

Pasal S

Besarnyabungapinjanranmerujukpradaltingkalterendahsuku
bunga serlifil<al Llanx lndonesiai rjitamLrah 1Z % (dua prlrsen)

setiap tahun;

PenetapanbesaransttkttbunS;;lpinjanlarlse|rag;airnana
dinraksucl pada avat (1) untuk 1 (satu) titl'tutl berikutrrya al<an

ditetapkarr pacla bulan oktober setiarp talrunnva oleh Pl[':'|

dengsn merujrJfi patla trurrga sertifikst t]ank lrtdgnesia terendal1

dalamkurunwaktr:1(satu)tahunsebeluntnya,kecualiuntul<
pembayar;:n bunga pertanra kalinya tkTl 

. 
merujuk' p;ada

perioce bulan oktoller 2009 sarnpai clengarr oktobelr 2010;

2)

(2)
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Bunga dihitunq 

,berdasarkan hari karerrcler dengan ketentuan1 (satu) tanun?ihilr;; $aitisa'r"tu. *n"ni prrrr,.'r hari sebagarifaktor pernbagi tetap. - r"e*

Bunga pinjaman:1T dibayarkan tiap 6 (erranr) buran termasukpada masa tenggang.

BAB IV
PENCAIRAN PINJAM,Al',I

pasal 7
Pencairan pinjaman dirar<sanakan seterah mernenuhi persyaratan 

:1) Untuk tahap pertama sebagai berikut :

a. 
l;Hr,rfrembayaran biaya management dan biaya

surat permohonan pencairan dana dari pernberi pinlarnan;
rencana penggunaan dana orel'r penrerintarr Daerahterhadap penarikan yang dilakukan;
surat pernyataan pertanggungjawaban peng.Unaan darra:adanya pemenuhan kewajiban pinjarnan.

2) yjH:,, tahap kec,ua dan tahap setanjutnya acJatah sebasar

a. tidak ,O.r,,l:y?l!."n Femerintah Daerah ke,pacia peml_reripinjaman yang tbrtunggak;
surat permohonan pencairan dana dari pemerintarh Daerah;laporan penggunaan dana atas^ totar pe'cuir"n yung terahdilakukan sekurang_turang;fr-iO U (tujuh putuh persen);
rencana penggunaan dana oreh pernerintah Daerahterhadap yanSJ dilakukan 

;

e. laporan nilai kenrajuan prestasi pekerlaan;
t. asri kuitansi yang clitandatangarri oreh penrerintah Daerah,g' surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dana.

pasal g

(1) Pencairan pinjarnan dari prp cJirakukan denganpemi'dahbukuan/transfer dari rekening; in,rrro r,an;r pinjarn;_rnkepada Rekening; Kas l.Jrnum Daerah;

(2) Pencairan pinjanran sebagairnana cri'i,rr<suc, dararrr Fasar B

8li[Xf:t c,alam 3 (tisaj-tahap .r*,,,g*n" rrere'tuan seLrasai

{3)

(4)

b.

c.

d.

e.

b.

c.

d.
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a. T,ahi'lp pertama

sebesar 20 % (dua pururr persen) crari pr:kok pinjaman vz,,itr_rsejumlah Ftp. J8,000.000.000,- (tiga puruh crerapan rniryar:)
dern telah dipe'uhi^ya persyaratarr pencairarr cJana tairappertama oleh PIP sebagaimana climaksuc, cJalarn pasal 7angka 1.

b. Tahap Kedua

sehesar 40 0/o (c-"mpat puruh persen) dari pokok pinjam'rryaitu sejumrah Rp. 76.000.000.000,- (tujr-rrr puruh enarrmilyar rupiah) dan terah dipenuhirya persyaratan pencairanpinjaman tahap kedua oreh l-remerintah Daerah
sebagainrana dimaksud dalam pasal 7 angka 2.

c. Tahap Ketiga

sebesar 40 % (1mnat puruh persen) c,ari pokok pinjaman
yaitu sejumlah Rp 76.000.000.000,_ (tujuh putuh enam
milyar rupiah) dan terah dipenuhinya persyaratan pencairanpinjarnan tahap kedua ' oreh pemer-intah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 angka 2.

BAB V
PEMBAYARAN KFWAJIBAN PINJ,AMAN

pasal 9

(1) Pembayaran Kewajiban pernerintah l)aerah kepacla prp
meliputi :

a. pokok pinjaman;

b. bunga pinjaman;

c. biaya management;

d. biaya administrasi;

e. biaya kesepakatan; dan
f' sanksi dan/atau denda keterrambatan {apabira ada).

{,?-) Pembayaran 
. 
kewajiban pemerintah Daerah berupa pr:kokPinjanran sebagaimana dimarsuJ pui" ,v"t (1) huruf aadalah jumrah keseiuruhan crana ."nuirilrnana cjimaksrir1 dararnPasar 4 dan terah dipindah bukrir.ian oreh prp kepac.iaPemerintah Daerah.

(3) Pembayaran kerruajiban pemerintah Daerah berupa bungapinjaman sebagaimana dirnaksud puon 
"v"i 

qt; nrrrf b adiarahberpedoman pacla tingkat terencjah suku bunqa serlifikat ganklndonesia cJitarnba,h 2% (dua perserr) setiap tarrr,rnsebagairnana dimaksud dalanr pa.sal 6. ,,
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(4) Pemhrayaran kewajiban pemer;int'h Darerrerh beruper biay;amanagement sebagaimana 
.dimaksuci pacla qyat (1) huruf cadalah biaya v."ng wajib dibayarkan Jin^,rt a oreh perninjarnkepada pemberi pinjaman sebesar 0,sOyo (nor k'm" ti*io, futuhpersen) dari junrrah pinjanran atau sebesi*r Ftp. g50.000.000,-

(Sembilalr ratus lima puiuh juta rupiah).

({t) Pembayaran kewajiban pernerintah L)aerah berupa bialraadministrasi sebagainlana dimaksud paria 6r1at (1) huruf dadalah biaya yang waiib dibayarkan ciirnr:l<er oleir pemerrinta,h
Daerah kepada pertrberi pinjaman selarnh;rt-rarnLratrrya 1,+(enrpat belas) hari karender sebesar O,zso/o (rror komndua puluh-. lilg perse') clari junrrar-r pinjarnan serresar
Rp. 475.000.000,- (enrpat ratus trilurr pururr'rinier juta ,rpi"r,;.

(6) Pembayaran kewajiban pemerintalr Daerah berupa biayakesepakatan sebagaim;:na ciimaksud pacra ayat (1) huruf eadalah biaya yang wajib dibayar oleh pernerintah Daerarr
kepada pemberi pinjaman sebesar Rp. 0,s% (nor koma ii*
persen) darijumrah pinjaman yang ticrak ciitarik.

(7) Pembayaran-pembayaran yang cJirakukan oreh pemerintah
Daerah dilakukan dengarr cara sebagai berikut :

a. penyetcrran atau pemrndahbukuan rekenlng dari Rekening
Kas umum pemerintah Daerah ke Rekeni'g rnduk Dana
lnvestasi plp sejumlah nilai kewajiban pengenrbarian pokok
Pinjaman sesuai pencairan pinjannan sebagaimana
dimaksud dalam pasar g dan diterirna cji Rekenin"g rnduk
Dana lnvestasi pada setiap tanggaljatuh tenrpo;

b. penyetoran atau peminrlahbukuan Rekening dari RekeningKas umum pemerintah Dderah keplacra Rer<ening prp
sejumlah nilai kewajiban' bunga sesuai terminasi
pembayaran dan diterima di Rekening pendapatan prp
pada setiap jatuh tempo;

c. penyetoran atau penrindahbukuan Flekening dari RekeningKas umum pernerintah Daerah kepada Rekening prp
sejumlah .nilai biaya management <Jan biaya acjrniristrasi
selambat-lambatnya 1a (empat belas hari) kalencler;

d. penyetoran atau pernindahbukuan Rekening dari RekeninglKas Umum pemerintah Daerah kepada Rekeni'g prF,
sejumlah nilai biaya kesepakatan sersuai ternri.asii
penrbayaran yang telah ditetapkan oleh plp, sanksi
dan/atau denda keterlambatan (apabila i.rda) cjan diterima
di Rekening PlP. 

\-.-L'v'r!4 \''uu'r \/('rrr ur.G. rr

(B) Pembayaran kewajiban pengembalian nilai pokok pinjaman dan
bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) clan ayai (3) harusdilaksa'aka. tanpa rnenunggu surat tagihan rjari prp.

I

I
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(9) Pembayaran kembali pokok pinjaman yar.g wajitr dilaksanakan

oleh Pemerintah Daerah kepada PIP sebag;aimana dimak'sucl

pada ayat (3) huruf a adalah merupakan prioritas cJan di

anggarkandalampengeluaranAnggarartPendapatandan
eeiJnja Daerah setiap Tahun Anggaran selanra I (Sembilan)

tahun termasul< masa tenggang mulai cjari talrr:n 2013 - 2019

dengan jumlah pembayaran setiap tahunnnya sebersarr

Rp. 27.2OO.OOO.OOO.- (dua puluh tujuh rrilvar 'clua rietus juta

rupiah) clarr khusus pada tahun teral<hir yaitu palcla Tahurr 2-019

jumlal-r pembayaran sebesar Rp. ?-6.800.000.000,- (clr.ra purluh

enam milyar delapan ratus juta rupiah)'

BAB VI

JAMlNAN PEMBAYAF?;AN Pl N'JA[nAN'l

Pasal 10

l.Jntr.rk menjarnirr pembayaran atas pinjaarnan yang diterirna r:rlel-t

Pemerintah Daerah maka Pemerirrtah Daerah Lrersedia

menjaminkan DAU dan/atau DBH bagiarr F'enrerirrtal^r Provinsi'

BAE} VII

. PHMBUKUAN DAN PEI-APCRA.N

Pasal 11

semua penerinraan dan kewajibiln cJalanl rangka Pinjarnap

Pemerintal, Daeralt ciicarrl,tlmkan dalam APBD dan dibul<ukan

sesuai den{inn Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah

Daerah;

Keterangan tentang semua Pinjaman Jangka Panjang

dituangkan dalanr lampiran dari dokumen APBD'

Gubernur melaporkan kepada DPRD dengan tembusan kepada

Menteri Keuangan tentang Realisasi Pinjaman Daerah dan

Penqgunaan Dana.

BAB VIII

ITETENTUAN PEI'lUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur clalam Peraturan Daerah ini

sepanjang mengenai pleraturan pelaksanaarlnya, akan clitetapkan

lebih lanjut dengan Peraturan Gubernttr'
l

(1)

( l)

(3)
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Pasal 13

Perjanjian yang telah disepakati bersama antara pemerintah Daerah
dan PIP dapat diadendum berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal cliundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memelrintalrkan pengunclangan
peraturan daerah ini dengan penempatannya ctalam Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Teng;gara.

Ditetapkan di
Pada tanggal

QftaunEF{NUFr

ncl ari
- E 

*" ?fr11

Diunderngl<arr di Kendari
Padatiarrgg;al ,^l -q* ZA11

SEKRETARIS DAERAI-I PROVINSI
S["ILAWEISI TENGGARA,

fl,M,,
H. ZAINIAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUI"AWESI TENGGAF'A TAHUN 2011
NOMOR: !

FlLE.Cn4*th, & n4tffi therth

HI{GG/\R 
^"r

H. 0{l,UFt,Art-AM 51\


